BAB Il1

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan
bahwa Pendaftaran Hak Tanggungan di atas tanah Hak Milik Di Kabupaten
Wonosobo pada tahun 2022 periode Januari — Juni dilaksanakan berdasarkan
Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah
Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah sebagai Undang-
Undang Hak Tanggungan (UUHT) dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Pelayanan Hak tanggungan Terintegrasi Secara elektronik. Terdapat 12
responden yang melakukan pendaftaran Hak Tanggungan melalui bank BRI di
Kabupaten Wonosobo mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Kendala
tersebut berkaitan dengan Sertipikat tanah yang tidak sesuai dengan data
yancg sebenarnya. Selain itu, sertipikat ganda/ tumpang tumpang tindih
(Overlapping). Mengingat program PTSL dilaksanakan secara cermat, cepat,
dan akurat sesuai dengan kebijakan pemerintah. Hal ini mempengaruhi hasil
dari proses pengukuran tanah yang dulunya dilakukan secara konvensional
sehingga luas tanah serta gambar situasi menjadi tidak akurat. Proses
digitalisasi tersebut disesuaikan dengan kasus di lapangan karena banyak luas

tanah yang berkurang akibat pembangunan jalan umum maupun para pihak
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yang saling mengklaim atas sebagian tanah miliknya. Berkiatan dengan
sertipikat yang tidak sesuai dengan identitas pada KTP, dapat dilakukan
dengan membuat surat keterangan beda nama yang diketahui oleh kelurahan
sehingga berdasarkan surat tersebut maka PPAt dapat menyusun komparisi

akta.

. Saran

Diharapkan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo supaya lebih
meningkatkan layanan HT-el, meskipun sarana dan prasarana yang tergolong
sudah lengkap namun masih belum berfungsi secara maksimal, Sistem HT-el
masih sering mengalami masalah yang mengakibatkan website tidak dapat
diakses pada waktu jam operasional kantor. Selanjutnya, Diharapkan untuk
pemegang Hak Milik atas tanah di Kabupaten Wonosobo yang ingin
mendaftarkan Hak Tanggungan harus lebih memperhatikan syarat-syarat yang

diperlukan untuk mendaftarkan Hak Tanggungan.
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